BAB1

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional Negara kita telah
2engamanatkan, bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
Zoerpunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran vakyat DPengan demikian dalam
meaghs mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum
sxsebut dan untuk meéncapai kebahagian berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan
ocmbeopiman  berkelanjuten yang berwawasan imgkungan hidup yang berdasarkan
Ezhijaksansan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan
E=butuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Badan bukum mecupakan subjek bukum, pendukung hak dan kewsjiban Di
s=womg badan hulum sebagai subjek hukum yang lain 2dalah manusia. Dalam hukum
perdata manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum %dak lag menjadi
pessoalan. Oleh tarena status kedua subjek hukum ini sudah jelas peogaturannya.’
N ik hal 1 dikaitkan dengan lapangan hukum pidana, keberadaaa badan bukum
simen pelaku tmdak prdana akan banyak mensmbulkan persoalan.

/i mapusia melakukan tindak pidana, barangkali proses peradilannya tidak sulit
smeel memmiuchan persoalan yang terjadi. Persoalannya mungkin berkisar antara siapa
samg harus berangmang jawab, siapa yang harus “diseret™ ke pengadilan? Jéa manusia
scwwamgan Welakukan tindakan pencemaran lingkungan hidup, maka jelas siapa yang

Sares Sadill. Basawnzna jika yang mefakukan tindakan pencemasan lingkungza hidup itu
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sebuah Perusahaan Terbatas (PT) ?Siapa yang harus “diginng” ke peagadilan?

Direkturnya kah? Atau pribadi yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan? Tapi

bagaimana jika pencemaran linglongan hidup itu dilakukan atas nama Peiusahaan

Terbatas (PT)? Dapatkah PT dibubarkan? Dapatkah PT membayar denda? Dapatkah PT

dipenjara? Membayar denda itu dapat dilaksapakan oleh PT, tetapi jisa PT dikewakan

hukuman penjara, maka akan timbul persoalan; siapa yang haius dipenjara? Direkturnya
kah? Atau yang lainnya? Ini akan menjadi persoalan.

Begitu juga dalam hal badan hukum melakukan tindak pidana dalam bidang
lingkungan hidup. Dafam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup? ketentuan tentang tindak pidana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan
ayat (2) yang berbunyi :

(1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan petbuatan yang
mengaisbatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
5006.000.000,00 (fima :atus jute rupiah)

{2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati
atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengen pidana penjara paling Jama 15
{lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah).

* 3 Hamfan SH. MH Timdak Pidzas Pencemaran Lingkungan Hidup, Penexbit Alumal Bamjung, 2000,
el
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Selain Pasal 41 diatas, ada juga terdapat dalam Pasal 45 yang menyatakan :
= Jii= undak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama
suant badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pinda
denda diperberat dengan sepertiga”.

Dalam penjelasan Pasal 41 diatas tidak ada2 keterangan-keterangan lebih lanjut
tentang perkataan “barang siapa”. Siapa saja sebenarmmya yang dimaksud oleh pasal
tersebut dengan kata “barang siapa”. Mungkin Buku T KUHPidana dapat membantu
dslam hal ini. Oleh karena Buku I KUHPidana ini berlaku juga terhadap ketestan-
keientuan pidana yang diatur di juar KUHPidana (Pasal 103 KUHP),

Kenyataan yang muncul ke permukaan sekarang ini ditemukan & Kawasan
Industri Medan (KDM), yaitu tindakan pencemaran yang dilakikan oleh PT. Central
Windu Sejati. Tindakan pencemaran i sudah begitu meresahkan dan memgkan
masyarakat seki@roy2 Permaszlahannya adalah sejauh mzaa PT. Central Windu Sejati
é&m:t diminwkan pertanggimng jawabannya (pidana) terhadap peristiwa tersebut.

Meskipun perkara yang berhubungan dengan peristiwa ini belum putus oleh
re=Ebm yang berwewenang, namun dari gambaran yang diperoleh di lapangan
s=poyeara) cukup menarik untuk dikeji dan dipelajari sesuai dengan pecaturan

pemndang-undangan yang ada.
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